PENCABUTAN

SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KEHUTANAN DAN

Menimbang :

Mengingat :

PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

a. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin
Timur saat ini tidak relevan lagi untuk dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wurusan
pemerintah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota hanya urusan pelaksanaan pengelolaan
Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten dan hasil
pemetaan urusan pemerintahan daerah bahwa urusan
kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak lagi
ditangani oleh  perangkat daerah sendiri tetapi
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani

urusan Lingkungan Hidup;

c. bahwa dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b
perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Peraturan
Bupati Kotawaringin = Timur Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Kotawaringin Timur.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5459);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas
Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 34).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11
Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD)) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2013) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR




